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WALIKOTA TUAL ~ -
| - PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 3§  -TAMUN 2017

TENTANG

ol KOTH TUAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RaHMAT TUHAN 'YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

bahwa delam rangka pelaksenasn kegiatan  yang
pemblayaannya. bersumber dari. Alokasi Dana Desa
aebagaimena digtur dalam Pasal 96 Eyat [4] Peraturan.

. Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Ulidang-Undang Nomeor .6 Tahun 2014

tchtang Desa, . maka perlu menetgpkz:n Peratlran
Waillkota- tentang Penetapan Alokas. Dana Desa setiap -

Desa di Wilaya.h Knta Tua.l Tehun' Anggaran 2017,

1, 'Undmg-Undang ‘Nomor 60 . Tehin 1958  teritang

© - Penetapan Undang-Unc'larjg Darurat Nomior 23 Tahun
. 1957 tEnta.ng Pembe.ntukan Daerahi, Bwatantra T‘mgkat
]I Daiam Wﬂayah Daerah Swantantra’ ’ngkat 1 Maluku

[Lemharan Negara . ’I‘a.hun 1957 Nomor. 80) sebagai-

| Undang-Undang {Ifmbaran Nr:gara Tahun 1958 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran - Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Taphbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}

3. Undang- Undang Nomor 1 ‘Tahun 2004 tentang
Perbendaharasn Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4, .Unda.ng—Undang ‘Nomor 33 Tahun - 2004 tentang -

Perimbangan Keuangarn Amntara Pemenntah Pusat dan

- Pemerintah Dagrah {Lembaran Negara Tahun 2004
. Nomor 126, - Tambahan Lamba;an Negara - . -

Nomor 4438;




Undéngﬂndang Nermor 21 Tahun 2007  tentang
Pembenrukan Kotz Tual di  Provinst - Malukua
(Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negat‘a Hepublik
Indonesia Nomor 4747);

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 20311 tentang .

Pembentukan Peraturati Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomer 82, - Tambahan Lembaran Negars Republik
Indanesia HNomor 5234);

Undang-Undang Nomor © _Tahuﬁ 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

" Nomor 7 Tarmbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

. Uﬁcia_ng-Undang 'N:c:m{_}r_ 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan - Daerah (kembaran Negara Republik

' Indonesia. Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembsran. Negara Republk Indonesia

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

10..

12,

diubeh teérakhir dengdn Undang-Undang Nomer %
Tahun 2015 tentang Perubalian Kedua Undang-
Undang Nomér 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  [Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indeonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran - Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomot 5670} '

Peraturah Pemerintal Nomer 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembsran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran, Megara Republik Ind.onesla Nomor 4578);

Peratura.n Pemeri.ntah Nomor _58. Tahunt 2005 tema.ng
_Pﬁngelulaan Keuangan Daerah (Lémbaran Negara
‘Republit  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lemharan hegara Republilk Indonesla

.-Notiot 4578);
11.

Peraturan Femermtah Nomaer 35 Ta,hun 2007 tentang
Pernhagmn Urusan Femenntahan antara Pemerintah .
Dam__a_\_h Provirisi dan Pemennuj:‘i_h Daerah del.:_tpaten !
Kota (Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun

-2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara
Repubhk Indonesia Nowmor 4?3?}

Peraturan Pt:mf:rlntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelalksanaan Undarg -Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5539) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2013 [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015




Menetapkan

—

14.

16.
_'Ta_hun 2015 tentang Pﬁnbentukarl Produk Hukum

- 17.

Nﬂnmr 15’? Tambﬂhan Lembaran . Nesara Republik
..Indc:nm'la N:nnnr 5717); :

13:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun
2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah, sebagaimana tdah dinhah dalam Peraturan
Mented Dalam Wegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubaban Kedua awas Peraturz n Menterl Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolagn  Keuangan  Daerah {Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun®
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indnnesla Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 32 Tahun

2015 tentang - Pedoman Penyusunan —Anggaran
Pendapatan ¢dn. Belanj ‘Daerah Tzhun 2017 (Berita
Negara Republik. Indonesia Tahun '2(]15 NDIIIOI‘ 1934);

Pcmturan- Menteri Dalam Négeri ~ Nomor 0

Daera‘h {Berlta Negaia Republik Indonﬁsm Tahuri

-20]5 MNomor 2036);

Pera_tura.n Daerah Kota, Tual Nomor (3 Ta]:mr' 2009
tenta.ng Pololk-Pokok FEngﬂlr:r]aa.tl Keuangan Daerah

_ «:.ehaganmna tdah diubah dengan Peraturar. Daerah -

13.

. Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota

Tual Nomor O3 Tahun 2009 tentaﬂg Pokok-Pokok
Penge]u]aan Kﬂuangan Daersh (Lembaran Daerah
Tahun. 2054 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 2017);

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016

tentahg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017,

‘MEMU TUSKAN:-

PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PENETAPAN

_RINCIAN  ALOKAST TDANA DESA (ADD] SETIAP
DESA;DUSUN > § KDTA TUAL TAHUN ANGCARAN 2017

'KETENTUAN UMUM -
Pasal 1

.Dalam Ferﬁturén'w.alikﬂta iti jﬂﬂg dimakesud dengan
© Desa adalah désa dan desa adat atay yang disebut dengan nama lain,

selan juthya disebut Desa adglak kesatuan magyarakat hukum vang

memlhkl batas

wilayah. yang berwenang @ untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan I'I'I.&S}-’E.Takat setempat

berdasarkan prakersa masgyarakat, hek asal usul,

dan/ataun  hak



tradmmnal yang dlakm dan dibormati- daiam sistem pemenntahan
Negara Kesatuarn Repubhk Indzunema, :

Dusun adalah Baglan dari Desa. yang dipimpir. Dlﬁh seorang Kepala
© Dusuri -

Alokasi Dana. Desa yang se:lan jutnya disingkat ADD adalah dana'
perimbangan  yang’ diterima’  Kabupaten/Kota dalem Anggaran

Fendapatau dam Belani Dat:rah E{abupateanota setelal dilkurangi

Dana Alckast Khusus;
F‘emermtah Desa adala_h Kepala Desa atau yang digebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa  sebagali  unsur penvelenggara

Pemerintahan Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belan]a Desa, yang selanjutriya disinghkat
APB- Desa, adalab rencana keuangan tahunan Pemerintanan Desa;
Badan Permusyawaraian Desa yang selanjuinya disinghkat BPD adalah
lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahen yang anggota
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah yang ditetapkan secara demockratis;

Bendahara adalah unsur staf selaetariaf desa yang membidang!
urusan administrasi keuangan untuk menatausakan keuangan desa;
Pembmaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
I’)f'I'ﬁIlCELﬂd.ciI"l, pEﬂElltlEl’l pengemba_ngan blmbmgan pendidikan dan

- peldtihan, . konsultdsi, . supervis’ pelaksanaan _' penyelenggaraan

10.

11,

' 'kGT‘ldlSl agar tetap berfungs: secara c:pt.tmal
12.

E_e_i_tneﬁtﬁ‘g'aha__ﬁ Desa; : . L _
Pemberdayaan masyaralat ‘adalab upeya pemberian fasalitas,
domﬂgan “ataun - hﬂntuém kepada mas].rarakat : perdesaan  dalam

_ I’I‘IEmanf aatkan sumbar daya alam secara lestari;

Femehharaan ddaldh kegiatan ptnanganan ‘yang ber‘upa []EIICEgﬂhELt’L
perawatan da_n pErhmkan . Yang dlperlu]{a:n untuk mempertahankan

Rehabﬂltam adalah kegiatan pe:tﬂnganml pencegahan terjadinya
Lérygakan - vang luas dan setiap kerusakan vang tidak dlperhltungkan
dalam desain, vang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada
bagian / tempat tertenfu dengan kondisi rusak ringaun, agar penurunan
kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi
kemantapan sesuai dengan rencana.

_ BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Paaal 2

{1}1ADD dimmaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Le:euangan desa dalam

Tangka’ pt:rt.t:pal.au pembangunan desa.

(2) ADD dnbenkan kepada Desa dengan tujnan:

: menanggula 18i kemlﬂklnan l:la:n mengur&ng kesenjangan,

. memngl{aﬂ{an pErﬂncanaan dan  penganggaran pembangunan d

tmgkat desa;

¢ .'_'memngkatkan pemberda}rasm masyarakat
d. memngkaﬂ{arl pemba_ngunan inf rastruktur perdcsaan

e menmgka_tkan pcmn ]t_:mhaga. kemasyarakatan desa;



.f. meningkatkan ketenteraman dan kete:tlhan masyarakat,

g meningkatkan pelayanan pada. masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dari ekonomi masyarakat, dan

n. mendorong peningkatan keswadavaan dan gotong royong masyarakat.

BAB I_l'[
PENGELOLAAN ADD

. Bagian. Kesafu
Prmmp-Pnns*.lp Pcngelulaan ADD

Paaal3

_ "(1} Ftngelnlaan ADD merupakan bagran yang f_tdd.k terp1sahkan dart

pengelolaan keuangan desa .
(2) Selurun kegjatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, -
| darn dlevaluam secara terbuka |
[3) Seluruh kegiatan harus. dapat dipertanggungjawabkan BECATA
administratif, teknis, dan hukum

Bagian Kedua
Penggiinaan ADD

Pasél ri

' {liADD dipergunakan untuk membla}ral kegiatan Bidang Penyelenggaraan

" Pemerintahan DPesa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dess, Bidang
Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,

() Bidang belanja sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dibagl dalam
. kegiatan sesiai dengan kehutuhan desa yang telah dituangkan dalam.
RKPDesa

(3} Belanja mdang. penye]enggaraan pemerintahan d:sa l‘.Elerl dari kcglat.an.
a, Penghas:lla,n tetap <lan tunjangan, -

‘Operdsional perkantoran;

Operasional bpd; din

‘Cperésiondl rtfrw

Rehamhta i kantor desa;

Pengadaan sarana dan prasa:raﬂa Il:a_ntor desa

Fenyelenggaraan perencanaan desa; -

' F|=nyﬁlenggaraan musyawamh desa;

' Penyusunan pcraturan desa;’

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

Penyusunan laporan penye]enggaraan pemermtahan desa;

Ft’:nyelenggaraan inliormasi -desa; '

Penyusunan profil desa

Feny::lenggaman evaluasi tingkat pe*kembangan PRI t:nntdh desa;

. Penidataan desa;

Penyusunan tata rilang desa;

Penetapan dan penegasan batas desa;

Snsia_lisasifbintekfwﬂrkshnpf seminar;

Pinyclenggaraan kerjg sama antar desa.

{4] Belanja bidang pelaksanaan pﬂmhangunan desa terdiri dari kegiatan:

o !-5_43 vongr e e "‘*_fﬂ _Fh_:n &
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. pemkanan

perhéjkan saluran irigasi;

pengaspalan jalan desa;

pembangunan / rehabilitasi jalan pepghubung dalam desa;
pembangunat/ pemeliharaan tambatan perahu;
pemban@nanfpemehharaan _‘|3_1Ell"l pemulan.arn;

pembangunan fpemellharaan jalan desa antar pemukiman ke
wilayall pertaniar;

. pembangunan/ pgmeliharaan pemhangklt listrik lenaga mikrohidro;

pembangunan / pemeliharaan. Ingkungan permukiman masyarakat
desa,

pembangunanfpemellharaan air bersih berskala dega;'
pembangunan/pémeliharaan saniiasi lingkungan;
pembangunan/pemeliharaan pelayanan kesehatan desa;

_ pcmbangunan;pemellharaan sarana  dan prasarana kesehatan
'lalnnya : ' _ o
. pembangunanfpemehharaan taman bhacaan masyarakat;

pembéanglnan/pemeliharaan saraa dan prasarana PAUD; _
pembangunanjpemehharaan balai pelatihan / kegiatan belajatr

| masyérakag,
'pemba_ngn_manf pemehharaan ! pengcmha_ngan sanggar ‘ser;

pembangunanjpemehharaan sarare darj prasarana pendidikan dan
pela’uha_n Lainnya;

. pembangunanjpcmehharaan pasar desa;

pembangunanjpemellharaan penglu_lauan

' pembangUnan} pembuatanfpemellharaan terasering,
3 pembangunan," pmnel]haraan hutan bakan;

pembangunan,pemehharaan perhndungan Ihala AT,
pemehharaaﬂfpemhermhan daerah . aliran sungal

_ pembangunaHIPEmehharaﬁ:_n .pcﬂm_du.ngan terummbu karang;

pembangunan/pemeliharaan sarana pras arana
perekonomian flingkungan désa Lainnya;
pembangunan dan pemebharaan. embung desa;

. pembangunan energi bam ataw terbarukan;
. pernbangunan/pemelibaraan dan pengelolaan saluran air untuk

budidaya perikanan,;
pengembangan sarana dan pra.sarana produksi d desa;

: pendirian dan pengembangan BU MDesa,
pﬂmha_ngunan dan. pcngclolaan tempalt pelelangfm llcan milik desa

embangunan dan pengelnlaan keramba jaring a_pung dan baga_n
{kanm;

pembaﬂgunan dan pengelnlaan lumbung pangan desa,
pembuatan puPuk ch_n paka_n urgaﬂlk untuL{ perl.aman dan

pﬂngcmbangfm bemh lokal;

__pengcmbaﬂgan ternak secara koleku[
pembangunan dan pengelolaan aergi mandiri;

pengelolaan padang gembala;

. rehabilitast kantor desa

peng embangan desa WIsata

pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertarian dan
perikanan '



[5] Belan]a hldang pembma&n kemasvarakatan terdiri dan keg;atan
‘a2 pembinaar k,etcnterﬂmaﬂ dan . ketertiban;
h pcmbmaa.n lembaga sosial masyarakat
<. pembmaan kerulcunan umat beragaﬁa
d. pémbinaan lembaga adat;
e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
{ pembinaan olah raga ‘masyarakat; dan
g pembinaan Satudn Perhndungan Masyarakat (Linmas] desa
h pengembangan Pend_ldllcan Ana.k Usia’ Dini {PAUD);
I pemberian insentd / honor kader Posyandu;
. pemberian, ingentif / hiénor kader KB;
k. pengembangan taman bacaan dan perpustakaan desa;
1 penmgkatan kegmtan Posgt,andu,
L. penvuluhan kesehatah;
n. pembinaan lsinnya

=

| Belanja bidang pemberdayaan masyarakat terdir darl keglatan:
pelatihan usaha (i bidang ekonomi;
~pelatihan usaha di bidang pertanian;
.pclafihan usatia di bidang perikanan;
pelatihan tisaha d bidang perdagangan;
" pelatihan usaaha, di bidang teknelogi epat gunas -
. pelatthan kader pembe:dayaan masyarskat desa;
- pelatinan kelompok usaha ekonomi kreatf,
pelatinan kelompok peremplan;
‘pelatihan kelompok tani;
pelatihan kelnmpnk nelayan
pela.txha.n kelumpnk pengrajin; -
" pelatihan kclbmpok tany;
" pélaksangan lomba desay
. fasilitasi prugram penanggulangan Kemiskina:,
stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
stithulan pembangunan jamban sehat keluargs;
" peiatihan kelompok pemuda;
pelatihan kelompok masyarakat miskin,; dan
pelatihan kelompok lainnya
[V} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4], ayat {3), ayat () dan ayat
[7) bisa bertambah sesual dengan kondis{ dan kebutuban desa dan
dusun

i

T no gy e R 'E'I"H?:“f'.' '-";f‘m Gl R

Bagian I_{etigg :
Penentuan Besaran ADD

Pasgal 5

{1]. 'Pemerintah daerah mEngaIDkaslkan ADD dalam anggaran pendapatan
. dan belan_]a daerah SE:T_IB_I] tahun anggaran

{2) ADD scbagaimana, dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepulub
' perseratua] dari “dana péri_mbangah vang diterima  daerah dalam

- ahggaran pendapata_n dan belanja  daerah setelah dikurangi- Dana
Alc:kam Khusus "

(3) Pengalokaman ADD untuk masing- masing dﬁﬁa mﬁmpemrnbangkan :




@

Y

()

a. kebutuhan 'penghasila'n tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa serta tunjangan. BPD _
b. jumlah Desa dan Dusun yang berada Wilayah Kota Tu,all
Pengalokasi ADD sebagaimana dimaksod dalam ayat {2 d1angga1‘kan_
secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah, : |
Besarhiya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Lampwan
vang merupakan bagian yang tak terpisahlean dari Peraturan Walikota
Tual ini ' : '

Bag iaé'n Keempalk _
Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 6 _

Penyaluran Alokasi Dapa Desa dilakukan melalui permnindahbukjan dari
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dan
Dusun ' . _
Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui permintaan Kepala Desa kepada
Walikota Tual Cg Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daearah
Kota Tual dengan melengkapi persyaratan pencairan dana.

Penyaluran Alokasi Dawna Desa dilakukan secara bertahap:

S

. a tahaplsebesar 40% (empat puluh perseratus);

- menvam palkan:

(3) Pe: 1 4
a. laporan realisasi penggunaan ‘Alokasi Dana Desa tahap | kepada

b - tahap Il sebesar 40% [empat puluh perseratus); dan

c. tahap I sebesar 20% (dua pulub persetatus).

Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan sefelah Kepala Desa

a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Walikota.

b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran
sé‘r:r'el':i;r_nnya. _ O D ' : __ _ S )

Penyaluran Alokasi Dana Dcsa tabap 1 dilakiakan setelah Kepala Desa

Walikota. * T - e .

b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagdimana
dimaksud pada hurdf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana |
Desa tahap [ telah ' digunakan, sebesar 90% (Sembilan _puluh por

| seratus). B _ e o ' .

Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap N dilaltukan setelah Kepala Desa

meriyampaikan: ' ' B

a. Pény_alqr_'an Alokasi Dana Desa  tahap [T dilakukan setelah Kepala

(7]

8)

Desa / Dusun menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi
Dana Desa tahap Idan ta.hap' If kepada Walikota. _

b. Laporan réalisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap I
sebagaimana dimaksud pada. huruf a menunjukkan paling kurang
Dana Desa tahap | dan. tﬂ:;hap O celah digunakan sebesar 9%

. {sembilan puluh per seratus). o

Rincian Alokasi Dang Desa yang ditetima Desa setiap tahun dianggarkaﬁ

dalam APBDesa.

Penyalurahn Alokasi Dana Desa sebagaimand dimaksud pada avat (3)

dapat - dilaksanakan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa untuk meinbiayaj keperluan setiap bulan dan selanjutnya



dlperhtun gka:rl dalam penj!akuran Aloka=. Dana Desa Tahap [ setelah
penetapan AF‘BDesa

(9) Pengeluaran setinggi-tingginya  unfulk  keperhuan setiap  bulan

“sehagalmana dimaksud pada ayat (8 diprionitaskan untuk belanja yang
- bersifat mengikat dan belanja yaing isersifat waiib.

(10} Belanja yang bersiat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9
merupakan belanja vang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
‘dimlokasikan coleh Pemerintah Desa dengaoe jumlah vang cukup urituk
“legnerluan . geiap.. b tan. rH"'m_ Fatiny  aresnmn Sl FE! )
Penghasﬂaﬂ Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Ferangkat Des,a,
) Tunjangan EPD, _ _ R

| [11} Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk = terjaminnya
l{elanghungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara Eun pendidikan, kesehatan, transportasi, sumber daim energl

 dan / atau mela_ksa_na]{an kewa]ihan kepada Pihak ketiga. L
[12] Fenvalurs_ﬂ Alokasi ‘Darma  Desa sebelum  penetapan Anggaran
Pemjapatan dn: BE]HI‘I_]B. Desa aebagmmana dlmaksud pada “ayat (8],
::lengan pcrsy aratan
& Terdapat peretaparn hesaran Penghasllan Tetap dan Tunja_ngan
Kepala, | Dega dan - Perangkat Desa serta tun jangan BFD dan.
d1tuangkan ‘dalam rencana penggunaan dana ‘oleh Kepala Desa
untuk belan_]a. vang, bel'slfal menglka_t dan bElEiIlJE!_ yvang bersifat
waib. |

b. Permintaan pcmhavaran dani Kepala Desa kepada Walikota Tual Cq

' Kepala Badan Pengeleloa Keuangan dan Aset Daerali dengan
memperhitungkan kebutuhan Belanja Bulanan Desa

c. Perselujuan’ pemba}aran dana dari Walikcta atas permmtaan
1 Kepala Badan Fenge!ula Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

‘Bagian. Kelirna
Pertanpggungjawaban dan Pelaporan ADD
Pbsal T _
' Pangelolaan keuangan desa dikelola sesuai dmga_n ketentuan perundang-

undangan dalam, masa 1 (satu) tahun anggaran terhltung mulai 1 Januari
.. sampai dengan t_an_ggal 31 Desember.

'PEH&]E

{l]SetLap Pengﬂlua:an helan]a atas beban AFBDesa hams d1dukurlg dengan .
B bukti yang lengkap dan sah.

[Q} Bulti sebagalmana cim:aksud pada ayat {1] harus mendapat pengesahan
oleh ~Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul
‘periggunaan bukd dimaksud.

[3) Pengcluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

. dilokukan sebelum rancaogan  peraturan  desa ‘tentang  APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4} Bendahara desa secbagail wajtb pungut pajpk penghasilan {PPh] dan pajak
léinnj /A, wailb menyetorkan seluruh penerimaan pqmngaﬂ dan pajpk

dari



' '}raﬁg dlpungumya ke :ri—‘:kft_ﬁilg' kas megara sesuai deéngan ketentuan

_ perdturan ptrundaﬂg—undalng_aﬁ.

. BABN
KETENTUAN PERALIHAN

Pasd 9 :
Dengan berlakunya Peraturap ini, maka peraturan Walikota Tual Nomor (2
Tahun 2017 teritang Penctapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Deza /
Dusun o Kota Tual Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinvatakan tidak
‘berlaku lag

BBV
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setip orang 'nil_:ngetahﬂi, rﬁgmerintahka.n pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya datam Berita Daerah Kota Tual,

Ditetapkan- di Tual
Pada tanggad 24 Oktober 2017

......

Diundangkan di Tual
Pada tanggall$ OKtober 2017




LA MPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 2@ TAHUN 2017
TANGGAL 27 OKTOBER 2017

PENETAPAN RINCIAN ALOKASL DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA / DUSUN DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017

DESA

DUSUI:I

[ ALOKAS] DANA |

NO | KECAMATAN DESA Rp]
! 7 _ 3 4 o,
! Pulau Dullah Selatan | Tual 1036, 208,500
2 | Pulau Dullah Selatan Fair 1.036.208.600
3 [ Pulau Dullah Selatan Dumar ' 10636,208.600
4 | Pulau Dullah Selaran Maneon 1,036.20860 0
5 [ Pulau Dullah Selatan | Pulau Ut 1.036.208.600
6. | Pulau Dullah Selatan | Taar 1,036,208, 500
7 | Puiau Dullah Utara Fiditan 1,026.208.500
g [ Pulau Dullah Utara Ngadi 1,036,208, 300
g "Pulew Dullah Utara | Duilah 1,036 208,600
"0 | Pulsu Dullah Utara -3 Labetawi 1036.208,600
11" Puiau Dullah Utara | Tamedan i.036 208600
12 | Pulan Dulleh Utara Ohoitahit 1,036.208.500-
13 | Rilau Dullah Utara Ohoitel 1.036.208. 500
14 1 Pulau Dullah Utara -1 Watran 1.036.208.600
1% | Pulau Dullah Utara | - 1 Lair kamor 1.026.208.600
“"16 | Pulau Dullah.Utara- [ Dullah Laut - - 1,03620 8500
17 - 1 Pylau Dullah Utara i Duroa 1.036.208 600
18 | Tasando Tam FFam Ngariic.: 1,036,208 600
‘19 | Tagando Tam ] o 1,036.208.600
-2 | Tayando Tam E;;ﬁ 1036.208.600
21 | Tevandd Tam Tayando 1.036.208.600
2 | Tayando Tam e | 1036.208.600
2 Tayando Tam Eﬂ'&d_“ ' 1.036.208600
24 | Pulau-Pulau Kur Tubyal 1036.203600 |
25 | PulauPulau Kur | Kaimear 1036.208.600 |
2% | Pulau-Pulau Kur Lolewirin . 1.036.208.600
27| Pulau-Pulau Kur Finualen - 1036.208.600
25 | Pulau-Pulau Ku Sermaf 1D36,208.600
X | Kur Selatan Kanara 1.036 208600 |
T30 | Kur Sclatan | Warkar _ 1.036.2085600
. 31 _{Kur Selatan Yapas i 1036.208.600
32 | Kur Selatan | Rumoin 10362086004
1~ 33 | Kur Selatan Pasir 1036208600
L Panzang
| ¥ | Kur Selatan | _ Fitarlor | 1.036.208.600




ALOKASI DANA |

I_hI‘-I{:Zi KECAMATAN DESA DUSUN DESA [Rpl
B 2 4 5
45 | Kuwr Selatan Hirie 1036.208.600
5 | Kur Selatan Tiflen 1.036.208.600
37 .| Kur Selatan Niela 1.036.208600
.38 | Kur Selatan Fadol 1.036.208600




